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Abstract. The Bukit Betabuh Protected Forest in Kuantan Singingi Regency faces continuous degradation due to
illegal encroachment and land conversion, driven by low legal awareness among community members and limited
supervisory capacity of village officials. This community service program was conducted using participatory legal
dissemination, interactive dialogue, forestry regulation case studies, and assistance in formulating local-level
commitments, involving village officials and community leaders as primary partners. The results demonstrated a
significant increase in partners' legal understanding regarding forest boundaries, environmental protection
regulations, criminal sanctions for encroachment, and legal forest management schemes. This initiative successfully
unified the perspectives of village officials and residents to establish a community-based monitoring mechanism for
early prevention of illegal land clearing. In conclusion, strengthening legal awareness through an integrated
dissemination approach effectively enhances the capacity of village officials and community participation in
mitigating forest encroachment, serving as a crucial first step toward ensuring the long-term sustainability of the
Bukit Betabuh Protected Forest ecosystem.
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Abstrak. Hutan Lindung Bukit Betabuh di Kabupaten Kuantan Singingi terus mengalami degradasi akibat aktivitas
perambahan dan alih fungsi lahan ilegal yang dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta terbatasnya
kapasitas pengawasan aparat desa. Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi
hukum partisipatif, dialog interaktif, studi kasus regulasi kehutanan, dan pendampingan perumusan komitmen
tingkat lokal dengan melibatkan aparat desa dan tokoh masyarakat sebagai mitra utama. Hasil kegiatan menunjukkan
adanya peningkatan signifikan pada pemahaman hukum mitra mengenai batas kawasan hutan, regulasi perlindungan
lingkungan, sanksi pidana perambahan, serta skema pengelolaan hutan yang legal. Kegiatan ini berhasil menyatukan
persepsi antara aparat desa dan warga untuk membentuk mekanisme pengawasan berbasis komunitas guna
mencegah pembukaan lahan secara ilegal sejak dini. Kesimpulannya, penguatan kesadaran hukum melalui
pendekatan sosialisasi terpadu efektif meningkatkan kapasitas aparat desa dan partisipasi masyarakat dalam
memitigasi perambahan, sekaligus menjadi langkah awal yang krusial untuk menjaga kelestarian ekosistem Hutan
Lindung Bukit Betabuh secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Hukum Lingkungan, Bukit Betabuh, Perambahan Hutan, Kuantan Singingi
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1. Pendahuluan

Hutan Lindung Bukit Betabuh merupakan salah satu benteng pertahanan ekologis
yang sangat krusial di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kawasan ini
memegang peranan vital sebagai menara air (water tower), penyedia oksigen,
pengendali iklim mikro, serta penyangga sistem kehidupan bagi masyarakat yang
bermukim di sekitarnya.(Maruapey et al,, 2026) Berdasarkan Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kawasan hutan lindung wajib
dilindungi dari segala bentuk alih fungsi tanpa izin.(Jailani & Rosadi, 2024) Secara ideal,
regulasi nasional tersebut seharusnya mampu menjamin kepastian hukum dan
kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun, dalam konteks sosial di tingkat lokal,
pelaksanaan hukum lingkungan sering kali berhadapan dengan kompleksitas ekonomi,
ketimpangan informasi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.(Andrikasmi et
al.,, 2024)

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh
terus mengalami keterancaman serius akibat maraknya aktivitas perambahan hutan
(forest encroachment), pembalakan liar, serta alih fungsi lahan secara masif menjadi
perkebunan kelapa sawit. Data pemantauan tutupan lahan mencatat bahwa kawasan
yang memiliki luas total sekitar 82.300 hektar ini telah kehilangan lebih dari 50%
tutupan hutan alamnya dalam dua dekade terakhir, di mana puluhan ribu hektar di
antaranya telah terdegradasi dan beralih fungsi menjadi tanaman monokultur tanpa
izin. (Utarini et al.,, 2025)

Permasalahan utama yang melatarbelakangi tingginya angka perambahan ini
adalah masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat sekitar kawasan hutan,
ditambah dengan terbatasnya kapasitas serta pemahaman aparat desa dalam
melakukan upaya pencegahan dan penegakan regulasi di tingkat lokal.(Zulhidayat et al,,
2025) Aparat desa sering kali berada pada posisi dilematis antara tuntutan kebutuhan
ekonomi warga dengan kewajiban menegakkan aturan kehutanan. Dampak dari
tingginya perambahan ini tidak hanya memicu degradasi lingkungan berupa
peningkatan frekuensi bencana banjir tahunan dan kekeringan di Kabupaten Kuantan
Singingi, tetapi juga memicu sedikitnya 12 kasus konflik interaksi negatif antara

manusia dan satwa dilindungi (seperti Gajah dan Harimau Sumatra) dalam beberapa
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tahun terakhir, serta meningkatkan potensi sengketa tanah dan konflik hukum di
tingkat masyarakat.(Johar et al., 2022)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pendekatan represif semata terbukti
kurang efektif dan sering menimbulkan resistensi sosial. Solusi yang ditawarkan melalui
program pengabdian kepada masyarakat ini adalah pendekatan preventif-edukatif
melalui kegiatan sosialisasi hukum terpadu dan dialog partisipatif.(D. T. Agustina et al.,
2025) Program ini bertujuan untuk menguatkan kesadaran hukum lingkungan
masyarakat dan aparat desa, menyatukan persepsi mengenai batas kawasan dan
regulasi keutamaan hutan, serta membangun mekanisme pengawasan berbasis

komunitas guna mencegah perambahan sejak dini.(Zulhidayat, n.d.)

2. Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang menggunakan pendekatan
kualitatif partisipatif melalui metode Participatory Action Research (PAR) yang
dikombinasikan dengan kerangka kerja Legal Rapid Assessment.(Syawaluddin Hanafi et
al, 2023) Khalayak sasaran atau mitra utama dalam kegiatan ini meliputi perangkat
desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, tokoh adat, serta
perwakilan kelompok tani di kawasan sekitar Hutan Lindung Bukit Betabuh, Kabupaten
Kuantan Singingi.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama:

a. Tahap Persiapan dan Identifikasi Masalah: Melakukan survei awal serta
wawancara terstruktur dengan perangkat desa untuk memetakan tingkat
pemahaman hukum mitra serta mengidentifikasi titik-titik rawan
perambahan di wilayah Bukit Betabuh.

b. Tahap Pelaksanaan (Sosialisasi dan Edukasi Hukum): Penyampaian materi
hukum lingkungan secara interaktif yang mencakup regulasi kehutanan,
dampak ekologis perambahan, sanksi pidana dan administratif, serta
pengenalan skema pemanfaatan hutan yang legal seperti Perhutanan
Sosial.

c. Tahap Evaluasi dan Pendampingan: Mengukur peningkatan pemahaman
hukum peserta melalui lembar kuesioner pre-test dan post-test, serta
menyusun rekomendasi komitmen bersama antara aparat desa dan

masyarakat dalam upaya pencegahan perambahan hutan sejak dini.
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3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil
Karakteristik Mitra dan Kondisi Awal Kesadaran Hukum Lingkungan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berlokasi di wilayah
penyangga (buffer zone) kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh, Kabupaten Kuantan
Singingi. Peserta yang terlibat sebagai mitra aktif berjumlah, yang terdiri atas perangkat
desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Kepala Dusun), anggota BPD, orang tokoh
adat/ninik mamak, perwakilan kelompok tani dan masyarakat lokal. Berdasarkan pre-
test dan wawancara mendalam sebelum kegiatan, ditemukan fakta bahwa pemahaman
hukum lingkungan mitra berada pada kategori rendah hingga sedang. Sebagian besar
masyarakat (sekitar 65%) menganggap kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh sebagai
kawasan terbuka (res nullius) yang dapat dimanfaatkan secara bebas untuk pembukaan
kebun kelapa sawit guna memenuhi kebutuhan ekonomi. (Nopembereni & Elvince,
2025). Selain itu, aparat desa mengalami keterbatasan pengetahuan mengenai batasan
kewenangan yuridis dalam melakukan penindakan atau pencegahan terhadap warga
yang merambah hutan. Aparat desa berada pada posisi dilematis antara menjaga
keharmonisan sosial warga desa dan menegakkan hukum lingkungan nasional.

Salah satu temuan kunci dari hasil wawancara awal adalah keberadaan
pemahaman Kkeliru yang mengakar di tengah pemikiran warga lokal. Sebagian besar
masyarakat, yakni sekitar 65% dari total peserta, menganggap kawasan Hutan Lindung
Bukit Betabuh sebagai kawasan terbuka (res nullius) atau lahan tidak bertuan yang
bebas diakses, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh siapa saja.(Kurniadi et al.,, 2019) Pola
pikir ini lahir dari kombinasi antara tradisi pembukaan lahan secara historis dan
minimnya sosialisasi mengenai penetapan batas-batas kawasan hutan negara (state
forest zone) secara tegas. Masyarakat cenderung memandang bahwa lahan hutan yang
berada di sekitar pemukiman mereka merupakan aset alam yang secara alami dapat
dialihfungsikan demi menopang keberlanjutan ekonomi keluarga. Motivasi utama dari
pembukaan lahan tersebut umumnya didorong oleh hasrat untuk memperluas
komoditas perkebunan kelapa sawit, yang secara ekonomi dianggap sebagai mata
pencaharian paling menjanjikan dan memberikan kepastian pendapatan harian maupun
bulanan bagi warga desa.(Suparji, 2021) Kebutuhan ekonomi yang mendesak ini pada

akhirnya mengabaikan fungsi ekologis hutan lindung sebagai pengatur tata air,
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pencegah erosi, dan penjaga keseimbangan ekosistem daerah aliran sungai di Kuantan
Singingi (Sahab et al., 2024).

Di sisi lain, temuan dari kelompok mitra perangkat desa dan anggota BPD
menunjukkan kompleksitas permasalahan yang tidak kalah krusial. Aparat pemerintah
desa mengalami keterbatasan pengetahuan normatif dan teknis mengenai batasan
kewenangan yuridis yang mereka miliki dalam kerangka hukum tata negara dan hukum
lingkungan di Indonesia.(Ayu et al., 2025) Banyak di antara perangkat desa yang tidak
memahami sejauh mana fungsi, hak, dan kewajiban hukum mereka dalam melakukan
tindakan penindakan, pengawasan, atau sekadar melakukan cegah dini (early warning)
terhadap warga masyarakat yang melakukan perambahan dan pembalakan liar di
wilayah Bukit Betabuh. Ketidakpahaman mengenai regulasi kehutanan khususnya yang
diatur dalam Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta regulasi turunan pasca-berlakunya Undang-
Undang Cipta Kerja membuat aparat desa merasa tidak memiliki legalitas atau
legitimasi hukum yang kuat untuk menegur atau melarang aktivitas ilegal warganya.

Kondisi ketimpangan pemahaman hukum ini diperparah oleh adanya dilema
sosial-psikologis yang dihadapi oleh para pejabat pemerintah desa. Dalam konteks tata
kehidupan perdesaan yang erat dengan kekeluargaan dan kekerabatan, aparat desa
berada pada posisi yang sangat sensitif dan dilematis. Di satu sisi, sebagai perpanjangan
tangan pemerintah di tingkat terdepan, mereka memikul kewajiban moral dan
administratif untuk mendukung penegakan hukum lingkungan nasional serta menjaga
kelestarian kawasan konservasi negara. Namun di sisi lain, sebagai bagian integral dari
komunitas desa, mereka dituntut untuk memelihara keharmonisan sosial, menjaga
hubungan baik antarwarga, serta bersikap empati terhadap tekanan dan kebutuhan
ekonomi yang dihadapi oleh tetangga atau kerabat mereka sendiri. Tindakan tegas dari
aparat desa dalam melarang pembukaan lahan sering kali dipersepsikan oleh warga
sebagai tindakan yang "menghalangi rezeki" atau merusak tatanan hubungan
kekeluargaan yang telah terbangun lama.

Dilema antara tuntutan penegakan aturan kehutanan dan upaya menjaga stabilitas
sosial perdesaan ini menyebabkan aparat desa cenderung mengambil sikap pasif atau
membiarkan (permissiveness) pemanfaatan lahan secara ilegal di Hutan Lindung Bukit
Betabuh terus berlangsung. Keadaan pembiaran yang berlarut-larut ini pada akhirnya

menciptakan pembenaran kolektif (collective justification) di tengah masyarakat bahwa
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perambahan hutan adalah hal yang lumrah dan tidak akan tersentuh oleh sanksi
hukum.(F. Agustina et al., 2025) Oleh karena itu, fakta awal ini mengindikasikan dengan
jelas bahwa permasalahan perambahan Hutan Lindung Bukit Betabuh tidak sekadar
disebabkan oleh niat jahat (mens rea) untuk merusak lingkungan, melainkan berakar
dari rendahnya literasi hukum, ketiadaan saluran formulasi aturan tingkat desa yang
tepat, serta tidak tersedianya solusi ekonomi alternatif yang legal dan berkelanjutan

bagi masyarakat lokal (Gurusinga et al., n.d.)

3.2 Analisis Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemahaman Regulasi

Materi sosialisasi difokuskan pada pengenalan batasan kawasan hutan, dampak
ekologis perambahan, sanksi pidana dan administratif berdasarkan UU No. 41 Tahun
1999 jo. UU No. 6 Tahun 2023 dan UU No. 32 Tahun 2009, serta mekanisme pengelolaan
hutan yang legal melalui skema Perhutanan Sosial.Evaluasi efektivitas kegiatan diukur
melalui perbandingan kuesioner pre-test dan post-test yang dianalisis menggunakan uji
beda.(Herman et al., 2022) Hasil evaluasi kuantitatif disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Hasil Tes Kesadaran Hukum Sebelum dan Sesudah Sosialisasi

No Indikator Evaluasi Rata-Rata Pre- Rata-Rata Post- P-
Test (%) Test (%) Value

1 Pemahaman Batas Kawasan Hutan 42,50 88,50 0,000%*
Lindung

2 Pengetahuan Regulasi & Sanksi 35,00 82,00 0,000*
Perambahan

3 | Pemahaman Peran/Wewenang 48,00 85,50 0,001*
Aparat Desa

4 Kesadaran Dampak Ekologis & 60,00 91,00 0,000*
Bencana

5 | Pengetahuan Skema Perhutanan 22,00 78,00 0,000*
Sosial

Data pada Tabel 1 menunjukkan peningkatan signifikan pada seluruh indikator
($p < 0,059%). Indikator pemahaman sanksi perambahan mengalami lonjakan tertinggi
dari 35,00% menjadi 82,00%. Peningkatan ini didukung oleh pemaparan contoh kasus
nyata penegakan hukum pidana terhadap pelaku perambahan di wilayah Riau, yang
memberikan efek jera normatif (deterrence effect) dan mengubah pola pikir masyarakat

dari pasif menjadi lebih waspada terhadap tindakan ilegal.
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3.2 Sinergi Aparat Desa dan Masyarakat dalam Pengawasan Berbasis Komunitas
Selain peningkatan pemahaman individu, hasil terpenting dari pengabdian ini
adalah terbangunnya persepsi bersama antara aparat desa, tokoh adat, dan masyarakat
lokal. Dalam sesi Focus Group Discussion (FGD), disepakati bahwa pencegahan
perambahan hutan tidak dapat dibebankan sepenuhnya kepada Polisi Hutan (Polhut)
atau Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang memiliki keterbatasan personel.Aparat
desa menyadari kewenangan mereka untuk membentuk instrumen hukum tingkat lokal
melalui pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.
Melalui Perdes ini, pemerintah desa dapat memasukkan klausul pencegahan alih fungsi
lahan di kawasan penyangga serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sadar Hukum
Lingkungan yang bertugas memberikan peringatan dini dan deteksi awal terhadap
aktivitas pembukaan lahan tanpa izin di wilayah Bukit Betabuh.(Desvina et al., 2024)
Pembahasan dalam sosialisasi tidak hanya menitikberatkan pada ancaman sanksi
pidana (pendekatan penal), tetapi juga menawarkan solusi konkret terhadap kebutuhan
ekonomi masyarakat melalui skema legal kehutanan. Pengetahuan peserta mengenai
Perhutanan Sosial meningkat secara signifikan dari 22,00% menjadi 78,00%.Tim
pengabdian menjelaskan instrumen Hutan Desa (HD) dan Kemitraan Kehutanan
sebagai jalan keluar agar masyarakat dapat mengelola kawasan hutan secara legal tanpa
merusak fungsi konservasi dan tanpa melanggar hukum.(Is, 2021) Melalui skema ini,
masyarakat disadarkan bahwa mereka dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu
(HHBK) dan jasa lingkungan (seperti ekowisata atau agroforestry) secara sah dilindungi
oleh undang-undang, sehingga ketergantungan terhadap alih fungsi kebun sawit ilegal

dapat ditekan.(Maswita et al., 2023)

4. Kesimpulan

Program pengabdian masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum
lingkungan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan
aparat desa di kawasan Hutan Lindung Bukit Betabuh. Kegiatan ini berhasil
menyamakan persepsi antara pemerintah desa dan warga terkait pentingnya menjaga
kawasan hutan lindung, konsekuensi hukum sanksi perambahan, serta membuka
wawasan mengenai opsi pengelolaan hutan secara legal berbasis perhutanan sosial.
Penguatan kapasitas hukum ini menjadi fondasi awal yang penting bagi aparat desa

untuk memformulasi kebijakan tingkat lokal yang pro-lingkungan. Sebagai tindak lanjut
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dari program ini, diperlukan pendampingan secara berkelanjutan dalam penyusunan
Peraturan Desa (Perdes) tentang Perlindungan Kawasan Penyangga Hutan serta
pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Sadar Hukum Lingkungan berbasis masyarakat di

Kabupaten Kuantan Singingi.
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